
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentua! Pasal 5
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

seb'gFirnara dimalsud da.lam huruf a, telah sesuai

dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan

Nomor O6lllO22lVU2Ol9 Perihal Rekomendasi

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c.bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana

dimaksud dalam hud a dan hr:ruf b, perlu

menetapkan Peratura! Bupatj tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang

Pembentukar Daerah Tingkat II dan KotaPrqia di

Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 182 i);

Mcngingat :



2. Undang-Undalg Nomor 23 Tahr:n 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir

dengal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahart Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuu 2002 tentang

PerlindunganAnak menjadi Undang-Undang

[Lembaran Negara Republik Indonesia Ta]tun 2014

Nomor 237, Tambahan trmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal kmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimara

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbatan

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O17

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaatl Perempuan dan

Perlirrdungan Anak Nomor 4 Tal.un 2018 tentang

Pedomal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Arlak (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

s32);
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6.

7.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentatrg

Pemb€nftkan dan Susunan Perangkst Daerah

Kabupaien Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan BuPati Nomor 53 Tahun 2016 tcnteng

Susunan Organisasi, fugas 
'lan 

Fungsi Dinag

Pemberdayaan PerBmpuart dan Perlindungan Anak

Kabupat€n Musi Rawas (Berita Daerah tkbupaten Musi

Rasas Tahun 2016 Nomor 53)'

MEMWUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANO PEMBE}MUKAN UNIT

PEIAKSANA TEIG{IS PERIJNDI'NGAN PEREMPUAN DAN

.ANIJ< PADA DINAS PEMBERDAYA.AN PEREMPUIN DA}f

PERIINDI'NGAN ANAK KABUPAIEI{ MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di"neksrrd dengan:

1. Kabupeten adaleh KabuPeten Musi Rewes'

2. Pemerintah lhbuPatcn adalah Pemerintah lGbupatrn

Musi Rawae.

3. Dinas adalah Dinas Pembcrdayarn Perempuan dan

Pedindungan Anak Nabupaten Musi Rerpas'

4. IGpafa Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Pedindrmgan Anak KabuPaten MuBi

Rawas.

5. Slekretariat adatah S€kretariat Dinas Pemberdsyaan

Ferempuan dan Petlindtmgan Anak Kabupaten Musi

Rawas.

6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas

Pemberdayaan PereEpuan dan Perlindungan Anak

Kabupeten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Tehis yallg setBnjutraya disingkat

uPT adalah Unit Fel,aksana TeLnis.

Menetapkao :
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8. Kepala Unit Pelaksana Tekrris yang aelanjutnya

disingkat Kepala UPT adalah KePala IJPT

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Musi Ra$ras.

9. Subbagian adalah Subbagian Tata usaha UPT

Perlindungan Perempuaa dalx Anak pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak

Nabupaten Musi Rawas.

10. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia deLapan

belas tatrun, tcrmasuk anak yang masih didalam

kandrmgan.

12. Fer€mpuan adalah s€seorang yang berjenis kelanin

perempuan,

13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau

dapat menggkibatkan kesengsaraan &tau penderitaan

baik frsik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap

korban.

14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindaloa

yang berakibat atau mungkin b€rakibat kesengsaraan

atau penderitaan bagi percmpuan secara fisik, sckeud,

ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancarnan tindakan

tertenhr, pemakssan atau perampasan kemcrdekaan

baik yang teiadi di depan umum atau hehidupen

pribadi.

15. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yarg

berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi

anak eecara fisik, psikis, seksual, penelantaran,

ehploitasi, dan kckerasan lainnya.

16. Korban adalah seseorang yang mengalami

kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung

maupun tidak langsung sebagai akibat dari

kekerasan yang terjadi di wila5rah KabuPaten Musi

Rawas.
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17. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujuf{an

untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh

pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan' lembage

soaial, atau pihak lain yang mengetahui atau

mendengarkan atau telah tetjadi kek€rasan terhadap

per€mpuan.

18. Perlindr:ngan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dal melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hiduP, tumbuh, berkeobang, dan

berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendaPat perlindungan

dari kekerasan dan disl'riminasi'

19. Pelayanan adalah tindakan yang ditrakukan sesegera

mungkin kepada korban ketilo melihat, mendengar

dsn mengetahui akan, sedang atau tel'ah terjadinya

kekerasan terhadaP korb€n.

20. Pemberdayaan adalsh pe{rguatan korban kekerasan

untuk dapa.t berusaha dan bekerja secara rnandiri

setelah mer€ka dipulihtan dan diberikan layanan

kesehatan dan atau layanan sosial'

21' Penanganan adalah tindakan yang dilaLrtLerr untuk

memberikan l,ayanan kesehatan, l'ayanan Konscling,

pemulangan, reintegrasisosial, dan bantuan hukum

bagi korban.

22. Layanart kesehatan adalah berupa pertolongan pertama

kepada korban dan atau memfasilitasi Pel'ayanan

rujukan pada unit Pelayansn kesehatan lainnya'

23. t ayanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang

diberikan oleh pendamping' aParat penegak hukum

yang meliputi pemberian konsr:ltasi hukum'

menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela'

dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban'
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24-

25.

26.

Reintcgrasi sosial adalah upaya untuk menyatukal

kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga,

atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan

perlindungan.

Pendampingan adalah segala tindakan berupa

konseling terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan

rohani guna penguatan diri korban untuk

menyetesaikan permasalahan yang dihadapi.

Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga

yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan

korban untuk melakukan konseling teraPi psikologis

dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri

korban kekerasan.

Mediator adalah orang mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi

untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang

dapat diterirBa oleh kedua belah pihak yang

berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku Kelompok Jabatan Fungsional adalah

Ketompok Jabatal Fungsionat di Lingkungan UPT

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Musi Rawas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok

Jabatan Fr.urgsional di Lingkungan UPI Periindungan

Per€mpuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas.

29. Eselon adalah tingkatan jabatan strukural.

27.

28-

BAE} II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengen Peretuian BuPeti

Perlindungan Per€mPuan

Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Musi Rawas

ini ditrentuk UPI Dinae

dan Anak pada Dinas

dan Perlindungan Anak
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PARAT KOORDINASI

(2) UPf Perlindung9n Ferempuan dan Anak merupakan

UPt lGlas A'

BAB III

KEDUDT'KAN

PaBd 3

UFT Ferlindungan Fercmpuan dan Anak r,lcrupskan

unsur pel,aksana scbagisn kcgiatan teknig opera8ional

dan/atau keBiatan tcltrf! pcrnrnjang Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungsn Anak

UPt sebagsimena dimek8ud peda ayet (1) dipimpin oleh

Kepala UPI yang berkedudukan dibewah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas, dalam

pelaksanaan tugasnYa secara

dikoordinasiksn oleh Sektetaris Dinas.

odrninisEarif

(1)

BAB IV

SUSI'NAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunen Organisasi UPT Perlindungan Ferernpuan dan

Anak Kelas A terdiri dari :

a. IGpala UPI;

b. Subbagian Tata U8aha;

c. Pela&sana; dan

d. IGlompok Jabatan Fungsional.

subbaSian Tata Usaha sebagaimana dinaksud pada

ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berada dibawah dan bertangungiawab kepada lGpala

UPT.

Struktur Organisasi UPT Perlindunggn Perempuan dan

Anak sebageirnana tercsntum dalam Lampiran

Peraturan Bupeti ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan BuPati irli'

(l)

(21

l2l

(3)
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BAB V

TT'GAS DAN FUNGSI

Pasa.t 5

(1) UPT mempunyai tugas melsksanakan lcgiatan teknis

opera,Eional dsn/atau kegiatan teknis pe'flunjang dalsl

memberikan layanan bagi perempuan dan anak

yang mengalami masalah kekerasan, dislrriminaai,

perlindungan khusus, dan masalah hukum.

(2) Untuk melaksanal<an tugas s€bagsimana dimaksud

pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :

a. pengaduan masyarakat;

b. penj anglauan korban;

c, pengclolaan kasus;

d. penampungan scmentara;

e. mediasi; dan

f. pendampingankorban.

Pasal 6

(1) Kepala t PT mempunyai tugas mcmimpin'

mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi

perempuan dan anak yang mengalami masalah

kekerasan, diskriminasi, pedirdungan ldrusue,

dan masalah lainnya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

di'naksud pada ayat (1) Kepala UP-t

Eenyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasikan dan pengendalian semua

kegiatan penyelenggaraan l,ayanan;

b. pen5msunan prograr! kerja;

c, trrcnyusunan rekomendasi hasil pengelolaan

kaaua;

d. pelaksanaan evaluasi hasil kelja;
e. petabinaan dan peningkatan keraampuan para

pegawai dalefn lingkungan kerja;

f. pelaksanaan administrasi kantor; dan
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PANAF NOOHD:NASI

g. pelaksanaan h:gas lain yang diberikan KePala Dinas

sBuai dengED tugBs dan frrngsinya.

Pasal ?

Subbagian Tata Usaha dipiapin oleh Kepala

Subbagian, me,mpunYai tugas:

a. menyiapkan p€rrl r$rrran rencana programdan

anggaran;

b. melaksanakan akuntansi dan pclaPoran

keuangan;

c. merxyiapkan bahan administrasi eumber daya

manusia;

d. melaksanakan ketatausahaan dan Pencatatan
data korbsn;

e. mdaksatrakan urusarl kerumahtangga,an;

dan
f. melakssnakan tugas lain yang dib€rikein oleh

Kepala UPT sesuai d€rrgallt tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

Pelaksana terdiri dari:

a. Koaaelor Psikologi/ Huln:m
Melaksarrakan kegiatan bantuan
psikologi/ hukum untuk mengataai masalah

yang dihadapi konseli sehingga dapat melalrul€n
kegiatan secara noraal kenbali.

b. Mcdiator

l46rnirnfin dan melaksanakan penyiapan balan
mediasi untuk mencaPai Penyelesaian atau solusi

yqng dapat diterima oleh kedua belah Pihak yang

bcfselisih sesuai dengan pcraturatr datr ketontuan

yang berlaku.

9
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c- PengadminiBtrasi Umum

Melakukan kegiatan yang meliPuti penerimaan,

pencatatdr dan Perdokumentasian dokuaen

Administrasi.

d- Peilgeaudi
Melakukan lrlayanen transportasi yang bercifat

kedinasan dcngan kendaraan dinas.

e, Pctuggs Keannanan

Melaf<ukan kegiatan yang mcuPuti Pengamanan

dan pcncrtiban.

f. Penjaga Asrama

Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan

pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB VI

KEIOMFOK JABATAN FT'NGSIONAL

Pasal 9

(U Kelompok Jabatan Fugsional mempunyai tugas

melaksanskan sebagian tugas tPT scsuai dcngan

keahlian dan kebutuhan.

(2 Kelompok Jabatan Fungsional tcdid dari sejumlah

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Ferundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga frmgoional scnior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan FungBionat mempunyai tugas sesuai

dengan Peraturan Fcrtmdang-undangBn.
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BABVIT

TATA TER.IA

Pasal 10

DalF"n melaksanalGn tugEenya, I(epsla UPf dan pimpinan

Batuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Einkronisasi

baik dalan tingtnmgan masing-rrasing maupun a[tar urxit

organisasi/instansi lainnya.

Pesal 11

Setiap pimpinan satuan orgardsasi wajib mcngawasi

bawahannya masing-masing mengoordinasikan

bawahannya dan membcrikan bimbingan Ecrta Petunjuk-

p.tunjuk bagi pelskanaan tugas bawahannya dan bila

tcrjaai perryimpangan agar mcngambil langt ab-langlsh

yang diperlukan scsuai dengan [Eraturan Perundang-

undalgan.

Pasal f2

Sctiap pimpinan eatuan vaiib mengikuti dan mematuhi

petur{uk-petunjuk dsn bertanggungiewab kepade atesen

masing-masing serta menyampeikan laporan sccara

berjcqians.

BABVIII

I(EPF,GAWAIAN

Pasal 13

(l) Itupala UPT dan Kepala Sub Uegian dianekat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketsntuan

Pcraturan Perundang-undengan'

(2) Kepala UPT merupakan Jabetan Fengawas setingkat

Jabatan Struktural Escbn ry.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan

Pengawas setingkat Eselon IV.b.

PARAF XOORDINASI



BAB DT

KETENTUAN PENUTI.'P

Paeal 14

Pcrahrran Bupati ini mulai berlaku pada tangEal

diundangkan.

AgaJ sctiap orang mengetahuirya, meDcrintahkan

pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan

pqrcmpatannya dal'm Bcrita Daerah KabuFaten Musi

Rawas.

Ditctapkan di Muara B€liti'

Diundangkar di Muara Bcliti,
pada tanEd, t SGn ?NL 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH
KABI,'PATEN MUSI RAWAS,

BERNA DAEMH I(ABI'PATEN MUSI RAWAS T^HUN 2OT9 NOMOR.{,

ts*rddA2o19
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T.AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR :4' TAHUN 2019
tUrfenO : PEMBENTUIqN UNIT PEIAKSANA

TEKNIS PERUNDUNGAN
PEREMPUAN DAN AI{AK PADA

PEMBERDAYAAN
PENEMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TABUPAII'EN MUSI RANIAS

BAGAN SIRUKTUR ORGANISASI

UTN PUET<SEXA TEKMS PERLINDUNGAN PEREMPUAIII-..
per iiiiiipaoe5rres psuspRDavAAN PEREMPUAN DAN AI{AK

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA I,'PT

,ABATA}.I
TUNGSIONAL


